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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM, DAN CAPAIAN KINERJA 

Sasaran Strategis, dan Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Tahun 

2023 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sasaran Strategis 

Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I mendukung Sasaran Strategis 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu: 

Sasaran Strategis ketiga (SS-3) Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur 

permukiman yang layak, aman dan terjangkau. 

2. Sasaran Program 

Sesuai dengan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan Jawa I melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: 

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran untuk meningkatkan 

pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman dengan indicator, 

yaitu: 

a. Persentase meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan  

b. Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas bantuan PSU 

Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan, dengan sasaran program 

meningkatnya dukungan manajeman dan pelaksanaak tugas lainnya dalam proses 

penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu 

tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR 

3. Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yaitu meningkatnya 

ketersediaan rumah layak huni. 

 

CAPAIAN KINERJA 

Capaian Kinerja Program 

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  

Pencapaain program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator program 

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Indonesia sebesar 4,05% dengan 

capaian pada tahun 2023 sebesar 100%. Selain itu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 

Jawa I juga berkontribusi pada peningkatan jumlah MBR yang mendapat fasilitas bantuan PSU 

sebesar 0,50% secara nasional yaitu dengan capaian 100% pada tahun 2023. 
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2. Program Dukungan Manajemen 

Balai Pelaksana Penyediaaeplacen Perumahan Jawa I telah menyelenggarakan program 

dukungan manajemen dengan baik sehingga berkontribusi terhadap peningkatan dukungan 

manajemen kementerian PUPR dengan kinerja sebesar 100% pada tahun 2023. 

Capaian Berdasarkan PK dan Renstra 

Terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dengan target yang 

tertera pada Perjanian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yaitu 

penurunan target pada beberapa indikator kinerja. Penurunan target ini dikarenakan adanya 

refocusing anggaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Perumahan sehingga target PK mengikuti DIPA yang telah diberikan. Pada revisi terakhir PK 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, terdapat dua sasaran kegiatan, yang (1) 

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni, dan (2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi 

tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan. Balai P2P Jawa I perlu mencapai target 

5 Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan; 3.477 unit Bantuan Stimulan Peningkatan 

Kualitas Rumah Swadaya; 244 unit Rumah Susun yang dibangun; 4 Tower Rumah Susun yang 

dipelihara; 157 unit Rumah Khusus yang dibangun; 2.836 unit Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum yang dibangun; dan 2 Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan 

Manajemen Risiko. Dokumen Perjanjian Kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 

merupakan gabungan antara target dan capaian dari 3 (tiga) satuan kerja yaitu Satuan Kerja Balai 

Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan DKI Jakarta, 

dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Banten.  

1. Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I 

SASARAN 

PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA TARGET DIPA 

Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman 

Meningkatnya Ketersediaan 

Rumah Layak Huni 

 

1. Jumlah Laporan Penyusunan 

Perencanaan Penyediaan Perumahan 

3  laporan 

 

2. Jumlah Laporan Pembinaan dan 

pengembangan kepatuhan intern dan 

manajemen resiko 

2  laporan 

 

Meningkatnya efektifitas dan 

efisiensi tata kelola 

kesekretariatan Direktorat 

Jenderal Perumahan 

1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana 

Internal 

1 layanan 
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 2. Jumlah Layanan Dukungan 

Manajemen Satker 

1 layanan 

 3. Jumlah Layanan Perkantoran 1 layanan 

 

2. Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan DKI Jakarta 

SASARAN 

PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

DIPA 

Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman 

Meningkatnya Ketersediaan 

Rumah Layak Huni 

 

 

 

 

 

1. Jumlah Laporan Penyusunan 

Perencanaan Penyediaan Perumahan 

1  laporan 

 

2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan 

Kualitas Rumah Swadaya 

137 unit 

3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun 87 unit 

4. Jumlah Rumah Khusus Yang dibangun  0 unit 

5. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara 0 tower 

6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara 0 unit 

7. Jumlah Rumah MBR yang yang 

mendapat Fasilitasi Layanan Bantuan 

PSU 

0 unit 

Meningkatnya efektifitas dan 

efisiensi tata kelola 

kesekretariatan Direktorat 

Jenderal Perumahan 

1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana 

Internal 

1 Layanan 

2. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 
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3. Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Banten 

SASARAN 

PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA TARGET DIPA 

Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman 

Meningkatnya Ketersediaan 

Rumah Layak Huni 

 

 

 

 

 

1. Jumlah Laporan Penyusunan 

Perencanaan Penyediaan Perumahan 

1  laporan 

 

2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan 

Kualitas Rumah Swadaya 

3.340 unit 

3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun 157 unit 

4. Jumlah Rumah Khusus Yang dibangun  0 unit 

5. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara 4 tower 

6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara 0 unit 

7. Jumlah Rumah MBR yang yang 

mendapat Fasilitasi Layanan Bantuan 

PSU 

2.836  unit 

Meningkatnya efektifitas dan 

efisiensi tata kelola 

kesekretariatan Direktorat 

Jenderal Perumahan 

1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana 

Internal 

1 Layanan 

2. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 
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Realisasi indikator kinerja Balai telah dapat memenuhi target sesuai dengan PK revisi terakhir 

Tahun Anggaran 2023 secara 100%, namun terdapat jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan 

Kualitas Rumah Swadaya yang secara fisik tidak dapat terealisasi dan dilakukan pengembalian 

sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 99.52% dan Jumlah Rumah MBR yang mendapat 

Fasilitasi Layanan Bantuan PSU yang secara fisik melebihi target yaitu sebesar 125%. 

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN 

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kegiatan Penyediaan Akses Rumah yang Layak dan Aman 

1. Penyusunan Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan telah dilaksanakan dengan 

hasil sebesar 100% yaitu 3 (tiga) laporan berupa laporan kegiatan Sinkronisasi program pusat 

daerah, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PKP dan Monitoring dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Perumahan, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP) 

2. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya telah dilaksanakan dengan 

pencapaian kinerja sebesar 99.52% berupa 3.324 unit.  

3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun dengan pencapaian kinerja sebesar 100% berupa 238 

unit Rumah susun yang dibangun dari target pada PK sebesar 238 Unit.  

4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara dengan pencapaian kinerja sebesar 100% berupa 4 

Tower Rumah susun yang dibangun dari taget pada PK sebesar 4 Tower.  

5. Jumlah tumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU dengan pencapaian 

kinerja sebesar 125% berupa 3.545 unit dari target pada PK sebesar 2.836 Unit. 

Capaian Keuangan 

Berdasarkan data e-monitoring, realisasi anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 

I Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 287.194.418.344,- atau 99.42% dari pagu Rp. 289.468.577.000,. 

dan rincian realisasi keuangan satker Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 

105.593.297.377,- atau 99.08 %, Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Banten sebesar Rp. 

162.488.923.702,- atau 99.21 % dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I sebesar Rp. 

19.112.197.265,- atau 99,98%. 

Kendala  

1. Kurangnya pegawai dengan status ASN untuk penempatan posisi pada jabatan teknis sebagai 

penanggungjawab program/kegiatan sesuai struktur organisasi;  

2. Minimnya pegawai atau sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai basic pendidikan 

teknis dan memiliki kompetensi yang handal di bidang teknis;  
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3. Koordinasi dan singkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

masih belum optimal;  

4. Koordinasi dan sinergitas Pemerintah Daerah yang rendah dalam penyusunan regulasi dan 

kebijakan;  

5. Ketersediaan data dan informasi yang sesuai, akurat, dan terkini dalam penyusunan 

perencanaan;  

6. Proses serah terima aset yang membutuhkan tahapan yang Panjang 

 

Peningkatan Kinerja  

1. Membuat pengukuran indikator kinerja kegiatan yang mengukur hingga ke outcome.  

2. Melakukan penyusunan pohon kinerja (cascading) yang menurunkan pekerjaan hingga ke 

level staff.  

3. Pemberlakuan sistem reward and punishment untuk meningkatkan pencapaian kinerja baik 

organiasasi maupun pegawai.  

4. Melakukan upaya peningkatan sinergitas koordinasi dan konsolidasi antar sumber daya 

aparatur/pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I.  

5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait data usulan, peran serta, dan 

tanggung jawab dalam pembangunan perumahan.  

6. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait data usulan, peran serta, dan 

tanggung jawab dalam penyediaan perumahan.  

7. Mendorong peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam hal pengoptimalan 

penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang 

meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.  

8. Sinkronisasi program dan kegiatan terhadap Pemerintah Daerah, agar Pemerintah Daerah 

dapat menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai kebutuhan Program Pengembangan 

Perumahan pada masing-masing instansi terkait di Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai 

Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I disusun sebagai wujud 

pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun 

berdasarkan pada Permen PAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian PUPR sesuai Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 

Kementerian PUPR yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh 

seluruh entitas secara berjenjang mulai dari pimpinan Satuan Kerja, Unit Pelaksana Teknis (UPT), 

Unit Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan 

menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan Jawa I sebagai entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi mempunyai kewajiban 

untuk menyelenggarakan SAKIP di lingkungannya, termasuk melaksanakan pelaporan kinerja 

yang disajikan dalam Laporan Kinerja Bulanan maupun Laporan Kinerja Tahunan. 

Laporan Kinerja menggambarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sejak dari 

perencanaan, pemrograman, penganggaran, implementasi, sampai dengan pemantauan dan 

evaluasi kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada 

instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP)). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja 

adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) serta memadai hasil 

analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;  

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan 

kinerja 

Dalam rangka perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, Pelaksana Penyediaan Perumahan 
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Jawa I sebagai unit organisasi dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

menyusun Laporan Kinerja Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Tahun 2023. Laporan 

Kinerja disusun atas prestasi kinerja selama Tahun Anggaran 2023 yang dicapai berdasarkan 

penggunaan anggaran yang telah dialokasikan kepada Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I. 

Laporan ini diharapkan juga dapat memberikan feedback untuk perbaikan di tahun-tahun yang 

akan datang. 

Dasar Hukum  

Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) pada 

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diantaranya:  

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan   

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah   

4. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020 – 2024   

5. Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Lakip   

6. Permen PUPR Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP PUPR   

7. Permen PUPR Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan 

 Reformasi Birokrasi   

8. Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas  Kinerja Instansi 

Pemerintah  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1.1.1. Provinsi DKI Jakarta 

 

                                                        

Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta  

Letak Geografis DKI Jakarta  

Kota DKI Jakarta merupakan ibu kota dari Negara Indonesia yang berada di pesisir bagian barat 

laut Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara sehingga tidak memiliki 

kawasan terpencil maupun kawasan pedalaman. Jakarta sendiri sebelumnya dikenal dengan 

berbagai nama yakni Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, dan Djakarta. Sunda Kelapa yaitu sebutan 

untuk Kota Jakarta sebelum tahun 1527. Setelah tahun 1527 hingga 1619 Jakarta dikenal dan 

disebut dengan nama Jayakarta. Pada tahun 1619 sampai tahun 1942 Jakarta berganti nama 

menjadi Batavia. Djakarta adalah sebutan selanjutnya untuk Kota Jakarta pada tahun 1942 hingga 

1972. 

DKI Jakarta berada di dataran rendah yang memiliki ketinggian hanya delapan meter dari 

permukaan laut. Kota yang memiliki curah hujan tinggi ini terletak di Pulau Jawa tepatnya di 

bagian utara pada sekitar muara Ciliwung Teluk Jakarta. Jakarta berbatasan dengan Provinsi Jawa 

Barat pada sebelah timur dan selatan. Sedangkan disebelah Barat wilayah Jakarta berbatasan 

langsung dengan Provinsi Banten. Apabila dilihat dalam peta, letak Provinsi DKI Jakarta berada 

di bagian barat laut Pulau Jawa. Posisinya lebih kurang antara 5°19' 12" - 6°23' 54" Lintang Selatan 

(LS) dan 106°22` 42" - 106°58' 18" Bujur Timur (BT). Di antara 24 provinsi-provinsi lain di 

Indonesia, DKI Jakarta merupakan provinsi wilayah paling sempit. 

Sebagian wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan kawasan pesisir, dengan luas wilayah pesisir 

sekitar 155 km yang membentang dari timur ke barat kurang lebih 35 km, dan menjorok ke darat 

sekitar 4-10 km. Selain memiliki kawasan pesisir, DKI Jakarta juga memiliki 110 pulau tersebar 

pada 2 (dua) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 
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Peta Provinsi DKI Jakarta 

                                      

Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan 

Jakarta Satu merupakan sarana integrasi data dan sistem terkait pemerintahan antara Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dan sebagai sarana pemenuhan informasi publik, kebutuhan transfer data, 

penentuan potensi wilayah, pengawasan dan pengendalian perkotaan, bahan penerapan kebijakan 

dan lainnya. Data tersebut diintegrasikan dalam peta yang sama. 

Jakarta Satu dapat diakses melalui situs jakartasatu.jakarta.go.id. Situs tersebut merupakan sarana 

komunikasi serta visualisasi peta dan data dari program Jakarta Satu, baik untuk Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta ataupun untuk masyarakat. Data tersebut akan terus diperbarui, sehingga 

akan mudah mengidentifikasi apabila ada potensi korupsi.  

Ada lima hal yang terintegrasi lewat program Jakarta Satu, yaitu: (1) peta dasar dari Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; (2) data pajak dan retribusi dari Badan 

Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta; (3) data air tanah dari Dinas Perindustrian dan Energi 

Provinsi DKI Jakarta; (4) data aset pemerintah daerah dari Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi 

DKI Jakarta; (5) data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI 

Jakarta.  
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Jakarta Satu menjadi sumber informasi berbasis geospasial sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

Terdapat tiga langkah perubahan yang dapat dilakukan melalui program tersebut, yaitu: 

 (1) optimalisasi dan maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta; 

 (2) melakukan pencegahan kebocoran dan potensi korupsi;  

 (3) melakukan transformasi kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. 

Jakarta Smart City  

Jakarta Smart City (JSC) adalah salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di bawah Dinas Komunkasi, Informatika, dan 

Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta. 

Dibentuk sejak tahun 2014 seperti namanya, JSC bertujuan untuk mewujudkan Jakarta menjadi 

kota cerdas 4.0 (smart city) dengan mengoptimalisasi teknologi dalam urusan pemerintahan dan 

pelayanan publik yang bermanfaat bagi seluruh warga Jakarta. 

Guna mewujudkan Jakarta sebagai smart city, JSC bergerak berdasarkan 7 (tujuh) indikator, 

sebagai perwujudan ekosistem smart city 4.0 di Jakarta. Adapun ketujuh indikator smart 

city, yang dimiliki JSC adalah : 

 Smart Environment (Lingkungan yang Cerdas) 

 Smart Economy (Ekonomi yang Cerdas) 

 Smart People (Masyarakat yang Cerdas) 

 Smart Mobility (Mobilitas yang Cerdas) 

 Smart Governance (Pemerintahan yang Cerdas) 

 Smart Living (Kehidupan yang Cerdas) 

 Smart Branding (Jenama yang Cerdas) 
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1.1.2. Provinsi Banten 

  Profil Provinsi Banten 

 
Kubah Mesjid, melambangkan kultur masyarakat yang agamis. 

Bintang bersudut lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Menara Mesjid Agung Banten, melambangkan semangat tinggi, yang berpedoman pada 

petunjuk Allah SWT. 

Gapura Kaibon, melambangkan Daerah Propinsi Banten sebagai pintu gerbang peradaban dunia, 

perekonomian dan lalu lintas internasional menuju era globalisasi. 

Padi berwarna kuning berjumlah 17 dan kapas berwarna putih berjumlah 8 tangkai, 4 

kelopak berwana coklat, 5 kuntum bunga melambangkan Propinsi Banten merupakan daerah 

agraris, cukup sandang pangan. 17-8-45 menunjukkan Proklamasi Republik Indonesia. 

Gunung berwarna hitam, melambangkan kekayaan alam dan menunjukkan dataran rendah serta 

pegunungan. 

Badak bercula satu, melambangkan masyarakat yang pantang menyerah dalam menegakkan 

kebenaran dan dilindungi oleh hukum. 

Laut berwarna biru, dengan gelombang putih berjumlah 17 melambangkan daerah maritim, kaya 

dengan potensi lautnya. 

Roda gerigi berwarna abu-abu berjumlah 10, menunjukkan orientasi semangat kerja 

pembangunan dan sektor industri. 

Dua garis marka berwarna putih, menunjukkan landasan pacu Bandara Soekarno Hatta. 

Lampu bulatan kuning,  melambangkan pemacu semangat mencapai cita-cita. 

Pita berwarna kuning, melambangkan ikatan persatuan dan kesatuan masyarakat Banten. 

Semboyan “IMAN TAQWA” sebagai landasan pembangunan menuju Banten Mandiri, Maju 

dan Sejahtera. 

Arti warna yang digunakan dalam simbol daerah: 
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 Merah: melambangkan keberanian 

 Putih: melambangkan suci, arif dan bijaksana 

 Kuning: melambangkan kemuliaan, lambang kejayaan dan keluhuran 

 Hitam: melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan hati 

 Abu-abu: melambangkan ketabahan 

 Biru: melambangkan kejernihan, kedamaian dan ketenangan 

 Hijau: melambangkan kesuburan 

 Coklat: melambangkan kemakmuran 

SEJARAH TERBENTUKNYA PROVINSI BANTEN 

Provinsi Banten merupakan daerah otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi, Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada Orde 

Reformasi perjuangan masyarakat Banten semakin gigih karena mulai terasa semilirnya angin 

demokrasi dan isu tentang otonomi daerah. Pada 18 Juli 1999 diadakan Deklarasi Rakyat Banten 

di Alun-alun Serang yang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Propinsi Banten menyusun 

Pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rekomendasi Komite Pembentukan Propinsi Banten. 

Rapat paripurna DPR RI pada tanggal 4 Oktober 2000 yang mengesahkan RUU Provinsi Banten 

menjadi Undang-undang ditetapkan sebagai hari jadi terbentuknya Provinsi Banten. pada tanggal 

18 November 2000 dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan penjabat Gubernur H. 

Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintahan Provinsi Banten sampai terpilihnya 

Gubernur definitif. Adapun periode Gubernur Banten sejak berdirinya sampai sekarang adalah: 

 Hakamudin Djamal sebagai Penjabat Gubernur Pertama (2000-2002) 

 Djoko Munandar-Ratu Atut Chosiyah (2002-2005) 

 Ratu Atut Chosiyah sebagai Plt Gubernur Banten (2005-2007) 

 Ratu Atut Chosiyah-Masduki (2007-2012) 

 Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (2012-2023) 

 Rano karno (2023-2023) 

 Wahid Hasyim (2023 – 2023) 

 Al Muktabar (PJ Gubernur Banten Tahun 2023-2024 Berdasarkan eputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur 

tanggal 9 Mei 2023) 

KEADAAN PENDUDUK 

Berdasarkan data sensus penduduk 2010 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di 

Provinsi Banten sebanyak 10.632.166 jiwa. Dengan presentase 67,01% penduduk perkotaan dan 

32,99% penduduk pedesaan. Di Provinsi ini, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,78% /tahun 

dengan kepadatan 1.100 jiwa /km2. 
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Provinsi Banten terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota, diantaranya: 

 

 Kabupaten Serang 

 Kabupaten Tangerang 

 Kabupaten Pandeglang 

 Kabupaten Lebak 

 Kota Serang 

 Kota Cilegon 

 Kota Tangerang 

 Kota Tangerang Selatan 

  

 

 

 

SOSIAL BUDAYA 

Mayoritas penduduk Provinsi Banten memiliki semangat religius ke-Islaman yang kuat dengan 

tingkat toleransi yang tinggi. Sebagian besar anggota masyarakat memeluk agama Islam, tetapi 

pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Potensi dan khas budaya 

masyarakat Banten, antara lain seni bela diri pencak silat, debus, rudad, umbrug, tari saman, tari 

topeng, tari cokek, dog-dog, palingtung dan lojor. Disamping itu juga terdapat peninggalan 

warisan leluhur antara lain masjid agung Banten lama, makam kermat panjang, dan masih banyak 

yang lainnya. Kesenian tradisional yang sangat kental diwarnai agama Islam yang 

perkembangannya hidup bersama agama itu sendiri. Seni-seni dalam katagori ini adalah : 

ngabedug (seni bedug), seni rampak bedug, seni qasidah, terebang gede, marhaba rakbi, dzikir 

saman, debus, patingtung, rudat, angklung buhun, dog dog lojor, bendrong lesung, ubrug dan 

beluk. 

Di Provinsi Banten terdapat suku masyarakat baduy. Suku Baduy merupakan suku asli Sunda 

Banten yang masih terjaga tradisi anti-modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup 

lainnya. Suku Baduy-Rawayan tinggal di kawasan Cagar Budaya Pegunungan  Kendeng. Selain 

kawasan adat masyarakat Baduy, di Provinsi Banten juga terdapat kawasan masyarakat adat 

Cisungsang. Terletak di kaki Gunung Halimun, desa Cibeber Kabupaten Lebak. Kawasan ini 

dikelilingi oleh 4 desa adat lainnya, Desa Cicarucub, Bayah, Citorek, dan Cipta Gelar. Kawasan 

ini dipimpin oleh seorang Kepala Adat, yang penunjukannya melalui proses wangsit dari Karuhun.  
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Saat ini masyarakat adat Cisungsang dipimpin oleh Abah Usep yang merupakan generasi keempat. 

Kondisi sosial budaya masyarakat Banten diwarnai oleh potensi dan kekhasan budaya 

masyarakatnya yang sangat variatif. 

Di Provinsi Banten juga terdapat banyak pesantren salafi dan pesantren modern. hal ini 

dikarenakan pelestarian masyarakat agamis yang tetap konsisten dan kondusif. Pada bagian lain, 

ada kawasan industri di Tangerang yang potensial menunjang perekonomian masyarakat Banten. 

selain masyarakat pribumi, kawasan Tangerang banyak didiami oleh pendatang yang bekerja di 

kawasan tersebut. Provinsi Banten sangat kaya akan budaya masyarakat namun tetap merawat 

toleransi dan kerukunan. 

1.1. Cakupan Wilayah Kerja 

Adapun pusat-pusat pembangunan  di  Provinsi  Banten  dapat  diidentifikasikan  pada beberapa 

jenjang, yaitu sebagai berikut. 

1. Pusat  Kegiatan  Nasional  (PKN)  merupakan  kawasan  perkotaan  yang  berfungsi melayani  

kegiatan  skala  internasional,  nasional,  atau  beberapa  provinsi  yang meliputi Kawasan 

Perkotaan Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, dan Cilegon (Peraturan Presiden Nomor54 

tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekjur, dan Peraturan PemerintahNomor 

26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). 

2. Pusat  Kegiatan  Wilayah  (PKW)  merupakan  kawasan  perkotaan  yang  berfungsi melayani  

kegiatan  skala  provinsi  atau  beberapa  kabupaten/kota   yang  meliputi : 

- Pandeglang dan Rangkasbitung (PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional). Dalam pengembangan ke depan, diusulkan sebagai PKW Promosi 

(PKWp) antara lain perkotaan Panimbang, Maja, Balaraja, dan Teluk Naga. 

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan 

skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, yang meliputi perkotaan Labuan, Cibaliung, 

Malingping, Bayah, Tigaraksa, Kronjo, Anyar, Baros, Kragilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Peta sistem perkotaan Provinsi Banten 
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Secara  Perwilayahan,  Provinsi  Banten  dibagi  menjadi  3 Wilayah  Kerja  Pembangunan 

(WKP),  yakni: 

- WKP I   

WKP I  meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang 

Selatan dan diarahkan  untuk  pengembangan  kegiatan industri, jasa, perdagangan, 

dan permukiman/ perumahan. 

- WKP II  

WKP II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan KotaCilegon dan diarahkan  

untuk  pengembangan  kegiatan kehutanan,    pertanian,    industri,    pelabuhan,    

pergudangan,    pariwisata,    jasa, perdagangan, pertambangan dan kehutanan 

- WKP III  

WKP III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dan diarahkan  untuk  

pengembangan  kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan 

dan perikanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Pembagian wilayah kerja pembangunan Provinsi Banten 

 

Selain itu, terdapat sistem prasarana utama yang akan diwujudkan melalui rencana 

pengembangan sistem jaringan transportasi yang terdiri dari rencana pengembangan 

sistem jaringan transportasi darat,  transportasi laut, transportasi udara, angkutan masal 

dan pelabuhan perikanan. Sedangkan untuk sistem jaringan prasarana lainnya terdiri 

dari rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika,  sistem 

jaringan energi/kelistrikan, sistem jaringan sumber daya air, pengembangan migas, dan 

pengembangan prasarana lingkungan 
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Tabel 1. 1 Uraian Sistem prasarana trasportasi Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. 2 Uraian Sistem prasarana lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 

Periode 2005 – 2025 dinyatakan bahwa Pembangunan Tahap IV (tahun 2017 – 2023) 

merupakan termasuk ke dalam tahap mapan dan diverifikasi yang bertumpu pada : 

1. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan 

2. Perwujudan sistem dan tatanan sosial kemasyarakatan 

3. Perwujudan sistem kepemerintahan dan pembangunan yang mapan 

4. Koreksi dan penyempurnaan hasil-hasil pembangunan 

5. Perwujudan keserasian pembangunan Banten utara dan selatan. 
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Pentahapan pembangunan di provinsi Banten ini didukung dengan arah kebijakan tata 

ruang provinsi Banten yang disusun untuk periode tahun 2010-2030 dengan tujuan   

mewujudkan ruang wilayah Banten sebagai pintu gerbang simpul penyebaran primer 

nasional-internasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 

 

Lebih jauh lagi, pemenuhan regulasi terkait perumahan telah diamanatkan dalam UUD 

1945 pasal 28H ayat (1) dan Undang-Undang No. 01/ 2011, tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman. Penyediaan hunian juga ditegaskan dalam beberapa peraturan 

perundangan. Peraturan perundangan yang menjadi konsideran dalam pembentukan 

program penyediaan perumahan yaitu diantaranya sebagai berikut: 

1. UU No. 1/2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

2. UU No. 29/2009, tentang Perubahan atas UU 15/1997, tentang Ketransmigrasian; 

3. UU No. 24/ 2007, tentang Penanggulangan Bencana; 

4. UU No. 13/2009, tentang Penanganan Fakir Miskin; 

5. 5. UU No. 39/ 2009, tentang Kawasan Ekonomi Khusus; 

6. UU No. 02/ 2012, tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan 

Umum; 

7. Permensos No. 20/2017, tentang Rehabilitas Sosial RTLH dan Sarana Prasarana 

Lingkungan; 

8. Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2017, tentang Penyediaan Rumah Khusus. 

 

Kerangka regulasi merupakan kebutuhan regulasi (UU, PP, Permen Kementerian 

PUPR) yang diarahkan untuk mengatur perilaku penyelenggara pembangunan termasuk 

masyarakat dan swasta dalam penyediaan perumahan.   Setelah ditetapkannya UU No.1/ 

2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengganti UU No. 4/1992, tentang 

Perumahan dan Permukiman, regulasi yang telah disusun sebelumnya dapat tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dan belumdiganti. Namun beberapa ketentuan pelaksanaan 

terkait PKP memerlukan validasi dan penyesuaian terhadap peraturan yang baru, seperti 

kententuan terkait hunian berimbang, rumah susun, dan urusan pemerintahan konkuren.  

Regulasi di bidang perumahan saat ini belum optimal dalam mendorong serta mengatur 

jalannya penyediaan perumahan. Penyediaan perumahan memerlukan dukungan regulasi 

yang valid dan mutakhir, baik penyusunan regulasi baru maupun pembaharuan dari 

regulasi yang telah ada sebelumnya. 

 Dukungan regulasi juga diperlukan sinergisasi antar regulasi terkait. Selain itu 

kerangka regulasi dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan 
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penyediaan perumahan dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut 

adalah tabel kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2023-2024. 

Tabel 1. 3 Kebutuhan Regulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) yang menjadi bagian Direktorat Jenderal Perumahan. Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan Jawa I bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perumahan melalui Direktur 

terkait. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dipimpin oleh seorang kepala balai 

dengan wilayah unit kerja meliputi Satuan Kerja Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. 

 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I mempunyai tugas melaksanakan pembangunan 

rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta 

koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, 

rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; 

2. Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta 

prasarana, sarana, dan utilitas umum;Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, 

rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; 

3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah 

khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; 

4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah 

swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; 

5. Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, 

rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; 

6. Koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana; 

7. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;  

8. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan 

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. 

 

Tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I ini kemudian diturunkan 

menjadi tugas dan fungsi masing-masing subbagian dan seksi yang terdapat di Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan Jawa I. Berikut merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing 

subbagian dan seksi tersebut: 

1.2.1. Sub Bagian Tata Usaha  

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan 

anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi kepegawaian, 

pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi serah 

terima aset, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta koordinasi administrasi penerapan 

sistem pengendalian intern balai.  

 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Subbagian Umum dan Tata Usaha 

menyelenggarakan fungsi: 
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1. Penyusunan program dan anggaran 

2. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumahtangga, dan administrasi kepegawaian 

3. Pengelolaan dan pelaporan administrasikeuangan 

4. Pengelolaan data dan informasi 

5. Fasilitasi serah terima asset 

6. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi 

7. Koordinasi administrasi penerapan sistempengendalian intern balai 

 

1.2.2. Seksi Wilayah I 

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program 

dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, 

rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan 

penanggulangan pascabencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di 

Wilayah I.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Pelaksanaan Wilayah I menyelenggarakan 

fungsi: 

1. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di wilayah I 

2. Penyiapan bahan penyusunan rencana teknis di wilayah I 

3. Pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasidan pelaporan pelaksanaan 

pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan prasarana, sarana dan utilitas 

umum di wilayah I 

4. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah I 

 

1.2.3. Seksi Wilayah II 

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 

program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan 

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, 

rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan 

dukungan penanggulangan pascabencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan 

hunian di Wilayah II.  
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Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Pelaksanaan Wilayah II menyelenggarakan 

fungsi: 

1. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di wilayah II 

2. Penyiapan bahan penyusunan rencana teknis di wilayah II 

3. Pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pembangunan rumahsusun, rumah khusus, rumah swadaya dan prasarana,sarana dan utilitas 

umum di wilayah II  

4. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah II 

Selain didukung oleh unit-unit struktur tersebut di atas, BP2P Jawa I juga didukung oleh Satuan 

Kerja yang berada di 2 (dua) provinsi sebagai berikut: 

1. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta 

2. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten 

1.3. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I terdiri atas: 

1.1.1 Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 

1.1.2 Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha 

1.1.3 Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I 

1.1.4 Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II 

1.1.5 Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta 

1.1.6 Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten 

1.1.7 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 

1.1.8  Bendahara 
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1.4 Isu Strategis 

Isu strategis yang ada terkait penyediaan perumahan di Indonesia termasuk Provinsi DKI 

Jakarta dan  Provinsi Banten meliputi: 

1. Urbanisasi di daerah tumbuh cepat sebagai tantangan bagi pemerintah untuk secara positif 

berupaya agar pertumbuhan lebih merata; 

2. Terjadi masalah lingkungan yang serius di daerah yang mengalami tingkat urbanisasi dan 

industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam; 

3. Konflik kepentingan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada suatu kelompok 

dalam pembangunan perumahan; 

4. Perbedaan peluang antar pelaku pembangunan yang ditunjukkan oleh ketimpangan pada 

pelayanan infrastruktur, pelayanan perkotaan, perumahan dan ruang untuk kesempatan 

berusaha; 

5. Alokasi tanah dan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan perumahan yang 

cenderung mempengaruhi tata ruang sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang 

yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah 

yang bersangkutan; 

6. Komunitas lokal tersisih akibat orientasi pembangunan yang terfokus pada pengejaran 

target melalui proyek pembangunan baru, berorientasi ke pasar terbuka dan terhadap 

kelompok masyarakat yang mampu dan menguntungkan. 

7. Perkembangan tak terkendali daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh dengan 

mengabaikan sektor lainnya seperti sektor pertanian, hal ini berakibat pada semakin 

tingginya alih fungsi lahan sawah. Ironisnya alih fungsi terjadi pada sawah lestari, dengan 

lokasi yang relatif datar/landai cocok untuk pengembangan permukiman atau 

industri/perdagangan; dan 

8. Marjinalisasi sektor lokal oleh sektor nasional dan global. 

 

A. Kondisi Dan Tantangan Pembangunan 

Dalam melaksanakan tugasnya,  Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I berada di 

bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perumahan. Pelaksanaan tugas tersebut dipengaruhi 

oleh berbagai kondisi baik eksternal maupun internal, antara lain: 

1. Mempertegas peran Direktorat Jenderal Perumahan selaku pembina sektor-sektor 

Bidang Penyediaan Perumahan sesuai dengan azas desentralisasi. 
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2. Meningkatkan peran pemerintah propinsi dalam pembinaan perencanaan dan 

pemrograman pembangunan perkotaan dan perdesaan khususnya Bidang Penyediaan 

Perumahan melalui proses pendampingan dalam penyusunan strategi pengembangan 

kabupaten/kota dan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) 

Kabupaten/Kota. 

3. Pengembangan kebijakan dan strategi, menentukan prioritas strategi nasional, dan 

menghindari tumpang tindih penganggaran melalui pemrograman dan penganggaran 

yang SMART (systemic, manageable, accountable, realistic, and time bound). 

4. Penguasaan teknologi, data dan informasi, peraturan perundangan, Norma, Standar, 

Pedoman, dan Manual (NSPM) untuk menjawab tantangan pembangunan Penyediaan 

Perumahan baik secara sektoral maupun lintas sektoral secara mendalam dan 

menyeluruh (holistik), serta dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat. 

5. Membangun network, aliansi strategis, dan meningkatkan hubungan dan kerjasama 

lintas sektoral, instansi, serta mengkomunikasikan program-program  pembangunan 

Bidang Penyediaan Perumahan baik di lingkungan pusat/ daerah. 

 

B. Kondisi dan Tantangan Pembangunan Tahun 2023 

Adapun untuk tahun 2023 ini, terdapat kondisi dan tantangan pembangunan yang harus 

kami hadapi, antara lain : 

1. Penguatan koordinasi antar satker sektor di provinsi Banten dalam rangka pencapaian 

Program Sejuta Rumah  

2. Pencapaian target RPI2JM 

3. Penguatan koordinasi Ditjen Perumahan dengan Pemda Provinsi Banten dalam rangka 

peningkatan kualitas infrastruktur bidang perumahan 

4. Baru terbentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan  sehingga terjadinya 

perubahan sistem pelaksanaan Administrasi Organisasi baik di Balai maupun Satker di 

Provinsi 

1.5 Rencana Strategis 

A. Visi dan Misi  

Tujuan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksanan Penyediaan Perumahan 

Jawa I pada hakekatnya adalah dalam rangka terwujudnya visi dan misi Kementerian 

PUPR serta sasaran strategis Kementerian PUPR, yaitu Meningkatnya Penyediaan 

Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau. 

Dalam kerangka perwujudan visi dan misi Kementerian PUPR tersebut diatas, BP2P 
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Jawa 1 berupaya dengan mewujudkannya melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan 

rumah layak huni, terutama untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) pada wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Layak, yaitu : permukiman 

perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana 

permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim 

warga perkotaan dan perdesaan. 

 

B. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan yang akan dicapai oleh  Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan dalam 

periode 2020-2024 yakni merencanakan arah program pembangunan sebagai pedoman 

dalam melaksanakan pembangunan selama periode 2020 – 2024  sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi BP2P Jawa 1. 

Sedangkan sasaran dari penyusunan Renstra adalah: 

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan sektor perumahan dan 

Kawasan permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh 

BP2P Jawa 1 selama 4 (empat) tahun ke depan. 

2. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BP2P Jawa 1  yang 

merupakan perencanaan tahunan sektor perumahan dan Kawasan permukiman. 

3. Mengarahkan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbagai sektor 

terkait untuk secara bersama mewujudkan tujuan pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman. 

C. Kebijakan, Program dan Kegiatan 

Dibentuknya BP2P Jawa 1, pada hakekatnya adalah sebuah upaya lebih mendekatkan 

TUSI Ditjen Perumahan dengan kondisi daerah/wilayah BP2P Jawa 1 melalui 

pelaksanaan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang, dengan harapan apa 

yang menjadi visi dan misi Kementerian PUPR secara keseluruhan dapat terwujud : 

1. Jumlah rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, sebagai dasar 

perhitungan kebutuhan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 

dimana berdasarkan data BPS pada tahun 2015 jumlah rumah tangga di Provinsi 

DKI Jakarta mencapai 2.659.200 rumah tangga dan di Provinsi Banten terdapat 

2.930.200 rumah tangga.  
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2. Menurut data Data Backlog Kepemilikan Rumah yang sumbernya adalah dari 

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, bahwa 

Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah tahun 2015 di Provinsi DKI Jakarta 

mencapai 1.276.424 unit dengan presentase jumlah rumah tangga milik adalah 

51,09 %. Sementara itu untuk data backlog yang sama di Provinsi Banten mencapai 

584.263 unit atau presentase jumlah rumah tangga miliknya mencapai 80,94 %.  

3. Jumlah presentase rumah tangga yang status kepemilikan rumahnya masih 

kontrak/sewa di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, dimana berdasarkan data BPS, 

pada tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 35,63% penduduknya masih 

berstatus sebagai penyewa rumah dan di Provinsi Banten sebanyak 12,48 % 

penduduknya masih mengontrak/sewa rumah. 

4. Jumlah presentase rumah tangga yang belum memiliki rumah di Provinsi DKI 

Jakarta dan Banten, dimana berdasarkan data BPS pada tahun 2018 presentase 

rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang belum memiliki rumah adalah sebesar 

52,15 %, sementara itu di Provinsi Banten prosentasenya adalah 18,67 % 

masyarakatnya belum memiliki rumah. 

5. Jumlah presentase rumah tangga dengan luas hunian perkapita lebih kecil atau 

sama dengan 7 m2, dimana berdasarkan data BPS pada tahun 2018, di Provinsi 

DKI Jakarta terdapat 26,7 % masyarakatnya masih menghuni rumah dengan luas 

lantai lebih kecil atau sama dengan 7 m2, dan di Provinsi Banten pada tahun yang 

sama terdapat 6,88% masyarakatnya dengan kondisi mempunyai rumah dengan 

luasan lebih kecil atau sama dengan 7 m2. 

6. Jumlah presentase rumah tangga yang rumahnya masih dari tanah, dimana 

berdasarkan data BPS pada tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta masih ada 0,25 % 

masyarakatnya mempunyai rumah dengan lantai tanah dan di Provinsi Banten 

masih ada 3 % masyarakatnya hidup di dalam rumah yang berlantai tanah. 

7. Jumlah presentase rumah tangga yang rumahnya masih berdinding dari bambu, 

dimana berdasarkan data BPS di Provinsi DKI Jakarta masih ada 0,25 % rumah 

tangga hidup di rumah yang berdinding bambu dan di Provinsi Banten masih ada 

0,95 % rumah tangga hidup di rumah yang berdinding bambu. 

8. Jumlah presentase rumah tangga yang rumahnya masih beratapkan ijuk, dimana 

berdasarkan data BPS di Provinsi DKI Jakarta masih ada sebanyak 0,11 % 

sementara itu di Provinsi Banten terdapat 1,34 % rumah tangga yang hidup dengan 

rumah beratapkan ijuk.  
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Saat ini, dalam rangka mengukur capaian pelayanan sebuah institusi yang menangani 

pembangunan PKP telah bergeser dari target dan indikator backlog menjadi target SDGs, 

yang meliputi akses terhadap rumah yang adequate, safe, and affordable, dengan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) adalah Proporsi Rumah Tangga yang Dapat Mengakses dan Tinggal 

di Rumah Layak, berdasarkan : 

1. Ketahanan Konstruksi 

2. Akses Air Minum 

3. Akses Sanitasi  

4. Luas per Kapita 

 

Selain ke 4 (empat) IKU tersebut diatas, terdapat Indikator Kinerja Tambahan, yang  

berupa : 

1. Luasan permukiman kumuh 

2. Backlog perumahan 

3. Keamanan bermukim (lahan) 

 

Dengan kondisi capaian pembangunan PKP di Provinsi DKI Jakarta dan Banten dan IKU 

maupun IKT yang ada seperti yang telah disebutkan diatas, yang menjadi sasaran strategi 

BP2P Jawa 1 pada hakikatnya adalah meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan 

kebutuhan rumah layak huni di Provinsi DKI Jakarta dan Banten s/d 2024 yang akan 

datang melalui: 

1. Pembangunan Rumah Susun sebanyak : 6.811 Unit 

2. Pembangunan Rumah Khusus sebanyak : 180 Unit 

3. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebanyak :  16.516 Unit 

4. Bantuan PSU : 19.673 Unit 

 

Dalam kerangka pencapaian sasaran strategis diatas, pada hakikatnya tidak bisa hanya 

dilakukan oleh BP2P Jawa 1, tapi berkolaborasi dengan institusi-institusi lainnya baik dari 

pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Keterlibatan Kementerian ATR/BPN dalam 

rangka memberikan kemudahan dalam rangka pengurusan perizinan untuk pembangunan 

PKP akan sangat diperlukan. Demikian pula keterlibatan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur 

Kementerian PUPR bersama dengan Lembaga-lembaga Keuangan maupun Perbankan 

akan sangat mendorong dalam kerangka mempermudah kepemilikan rumah khususnya 

bagi MBR.  
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Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga berkontribusi terhadap program-program 

pembangunan infrastruktur perumahan yang menjadikan rumah-rumah yang ada layak 

untuk dihuni. Demikian pula Kementerian Dalam Negeri sangat berperan dalam kerangka 

mempermudah proses perizinan khususnya untuk pembangunan rumah bagi MBR. 
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BAB 2 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Uraian Singkat Renstra 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang 

selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM 

Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya 

berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan 

umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan 

lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian 

secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka 

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sedangkan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga 

untuk periode 5 (lima) tahun.  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun Rencana 

Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan jangka 

menengah Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kementerian PUPR ini disusun 

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Untuk itu, 

dalam rangka penjabaran Renstra Kementerian PUPR 2015- 2019 khususnya untuk Program 

Penyelenggaraan Jalan, maka disusun Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-

2024 sebagai acuan perencanaan dan penganggaran untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan 

Renstra Direktorat Jenderal Perumahan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala 

Bappenas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024. Dalam rangka penjabaran Renstra Direktorat 

Jenderal Bina Marga tahun 2020-2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I telah 

menyusun Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I tahun 2020-2024 sebagai 

acuan perencanaan dan penganggaran untuk periode 5 (lima) tahun.  
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2.1.1. Tujuan 

Sejalan dengan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 

dan tujuan pembangunan perumahan dalam mendukung peningkatan pemenuhan kebutuhan 

perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart 

living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat, tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dalam Rencana 

Strategis tahun 2020-2024 adalah : 

“Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah 

layak huni secara kolaboratif terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) khususnya di Wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I” 

Rumusan Rencana Strategis tersebut merupakan suatu komitmen bersama dalam 

rangkapenyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan dalam lima 

tahun kedepan. 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I adalah salah satu unit kerja yang dibentuk 

dalam rangka mendukung Direktorat Jenderal Perumahan untuk melaksanakan misi dan visi 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Rencana Strategis Balai 

Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I mendukung Direktorat Jenderal Perumahan,   

Kementerian   Pekerjaan   Umum   dan   Perumahan Rakyat untuk mewujudkan Perumahan 

dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten menjadi Layak Huni, 

Sesuai Kearifan Lokal, Berkelanjutan dan Sejahtera. 

Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I merupakan rumusan dari visi serta 

dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai 

sasaran nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan Jawa I secara umum adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak 

huni, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta 

menyelenggarakan fasilitasi penyediaan perumahan dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, 

keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, 

mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan 

dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong-royong guna mencapai masyarakat yang 

lebih sejahtera. 
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2.1.2. Sasaran 

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I 

dijabarkan sasaran yang lebih spesifik dan terukur, menggambarkan sesuatu yang akan 

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara 

tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan 

dalam penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi tiap-tiap tahun untuk 

kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang hendak dicapai selama 2020-2024 diturunkan dari 

sasaran Direktorat Jenderal Perumahan untuk meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan 

kebutuhan layak huni secara nasional.  

Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I mendukung Sasaran Strategis 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu: 

Sasaran Stategis ketiga (SS-3) Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan 

infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau 

Sesuai dengan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan Jawa I melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: 

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran untuk meningkatkan 

pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman dengan 

indikator, yaitu:  

a. Persentase meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni  

2. Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan dengan sasaran 

program meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dalam proses 

penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu 

tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR.  

Sedangkan sasaran kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yaitu 

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni. 

Sasaran yang hendak dicapai selama 2020-2024 oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 

Jawa I untuk meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan layak huni adalah 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Terlaksananya pembangunan 6.812 unit satuan rumah susun yang dilengkapi dengan 

prasarana,  sarana dan utilitas pendukungnya;   

2. Terlaksananya 108 unit pemeliharaan dan perawatan rumah susun; 
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3. Terlaksananya pembangunan 180 unit rumah khusus;  

4. Terwujudnya keswadayaan masyarakat melalui bantuan stimulan pembangunan baru 

rumah  swadaya untuk 16.516 unit;   

5. Terlaksananya fasilitasi bantuan PSU rumah umum yang dilaksanakan oleh Direktorat 

Rumah  Umum dan Komersial untuk 19.673 unit.   

 

Adapun kelompok sasaran penerima bantuan/manfaat bantuan perumahan yang 

diselenggarakan oleh Ditjen Perumahan terutama adalah MBR, ASN, pekerja, masyarakat 

terdampak bencana nasional, masyarakat terdampak program pembangunan nasional, peserta 

didik pada lembaga pendidikan keagamaan berasrama, mahasiswa, serta masyarakat di daerah 

tertinggal/terpencil/pulau terluar. Di samping kelompok sasaran utama tersebut, bantuan 

perumahan juga dapat diberikan kepada penerima manfaat lainnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indokator Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I
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2.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi BP2P Jawa I 

Untuk melaksanakan kebijakan nasional pembangunan perumahan yang diamanatkan dalam 

RPJMN 2020 - 2024 arah kebijakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I untuk 

tahun 2020-2024, yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok 

masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan 

secara utuh dan seimbang, meliputi (1) Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan, (2) 

Pemberdayaan Perumahan Swadaya, (3) Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah 

Negara, dan (4) Penyediaan Rumah Susun (5) Penyediaan Prasarana dan Utilitas Umum. 

Target rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Tahun 2020 – 2024 

berdasarkan target RPJMN 2020 – 2024. Strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian target 

tersebut adalah:  

1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan 

pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok 

masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif 

untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak bagi MBR di DKI Jakarta dan 

Banten. 

2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan 

pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai 

regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider:  

a. Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan 

perumahan di DKI Jakarta dan Banten;   

b. Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk penyediaan 

tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR; 

c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dengan 

pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak 

huni;   

d. Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya dalam 

pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didukung 

dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas 

pembantuan, hibah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK)  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3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan:  

a. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan 

Pemukiman (RP3KP) di DKI Jakarta dan Banten dalam rangka perencanaan 

pembangunan PKP yang terpadu (lintas sektor maupun wilayah);   

b. Mensinergikan perencanaan pembangunan perumahan dengan sistem perencanaan 

pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP ke dalam penyusunan 

RPJMN dan RPJMD;   

c. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan yang  terpadu 

melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir;  

d. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel melalui pengembangan 

audit perumahan  

4. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan 

perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah:  

a. Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan  rumah 

susun di perkotaan;   

b. Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan  lahan, 

penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan 

tanah wakaf   

5. Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan:  

a. Pengendalian Perumahan Komersial melalui penerapan hunian berimbang,  serta 

penetapan insentif dan disinsentif;   

b. Penguatan Perumahan Umum melalui fasilitasi penyediaan rumah umum tapak  yang 

dilaksanakan oleh swasta, serta pembangunan rumah susun, baik sewa  maupun 

milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar;   

c. Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat 

dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta 

peningkatan kualitas rumah tidak layak huni: Pengembangan baledaya perumahan 

sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui 

pelembagaan Tenaga Fasilitator Lapangan  (TFL), dan bantuan stimulan untuk 

peningkatan kualitas rumah;   

d. Fasilitasi Perumahan Khusus melalui pembangunan rumah khusus di daerah pasca 

bencana/konflik, kawasan tertinggal, maritim/nelayan dan perbatasan  negara.  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6. Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang berkelanjutan:  

a. Standardisasi perijinan   

b. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan   

c. Pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan murah   

 

Tabel 2. Strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan Jawa I 

 

I. Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I 

Pelaksanaan program Direktur Jenderal Perumahan 2020-2024, dilakukan berdasarkan 

program dan sasaran yang telah tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Direktur Jenderal 

Perumahan. Terdapat 2 program dalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yaitu:  

1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman  

2) Program Dukungan Manajemen.  

Sedangkan sasaran strategis yang didukung pada program tersebut adalah meningkatnya 

penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan 

terjangkau dengan 2 (dua) indikator kinerja program yaitu: 
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1) Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak dan aman 

2) Tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR 

II.   Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I 

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan 

pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I 2020-2024 sesuai dengan nama 

kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, yaitu: 

1) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni 

2) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan 

Dari 2 (dua) kegiatan tersebut diatas, sasaran kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan Jawa I sebagai berikut: 

1) Kegiatan Penyediaan Akses Rumah Layak Huni dengan sasaran kegiatan 

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni 

2) Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan dengan sasaran kegiatan 

Meningkatnya Efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal 

Perumahan 

 

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 

2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2020-2024 cascading 

sasaran dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dapat digambarkan sebagai 

berikut:  
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2.2 Perjanjian Kinerja 

 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I berupaya secara menerapkan prinsip-prinsip 

perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, baik berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional maupun berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara melalui penyusunan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Kementerian 

PUPR. Berdasarkan perencanaan tiga tahunan tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam 

Rencana Kinerja atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk periode satu tahunan. 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kerja yang berisikan perjanjian antara 

Pihak yang diberikan tanggung jawab (dalam hal ini Kepala Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan Jawa I) dengan Pihak Pimpinan yang memberikan tanggung jawab (dalam hal ini 

Direktur Jenderal Perumahan). Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang 

harus dipenuhi oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I selama satu tahun 

kepada Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Dokumen Perjanjian kinerja disusun 

setelah terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini dimaksudkan agar 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat lebih realistis dengan kegiatan dan ketersediaan 

dana. Dokumen Perjanjian kinerja (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam Pengukuran 

Kinerja suatu unit organisasi. 

Pelaksanaan program Direktur Jenderal Perumahan 2020-2024, dilakukan berdasarkan 

program dan sasaran yang telah tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Direktur Jenderal 

Perumahan. Terdapat 2 program dalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I 

yaitu: 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 2) Program Dukungan 

Manajemen. Sedangkan sasaran strategis yang didukung pada program tersebut adalah 

meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, 

aman, dan terjangkau dengan 2 (dua) indikator kinerja program.  

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.  
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Kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I 2020-2024 sesuai dengan 

nama kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, yaitu 1) 

Penyediaan Akses Rumah Layak Huni dan 2) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan 

Perumahan. 

Dari 2 (dua) kegiatan tersebut diatas, sasaran kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan Jawa I sebagai berikut: 

1) Kegiatan Penyediaan Akses Rumah Layak Huni dengan sasaran kegiatan 

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni 

2) Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan dengan sasaran kegiatan 

Meningkatnya Efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal 

Perumahan 

Indikator Kinerja Kegiatan : 

Kegiatan Penyediaan Akses Perumahan dan Kawasan Permukiman 

1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan   

2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 

3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun 

4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara 

5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun 

6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara 

7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas bantuan PSU 

Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan 

1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal 

2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker 

3. Jumlah Layanan Perkantoran 
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Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan 
Target 

PK 2023 

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman   

Kegiatan Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman   

1 

Meningkatnya 

Ketersediaan Rumah 

Layak Huni 

Jumlah Laporan 

Penyusunan Perencanaan 

Penyediaan Perumahan 

Laporan 5 

2   

Jumlah Bantuan Stimulan 

Peningkatan Kualitas 

Rumah Swadaya 

Unit 3.477 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan 
Target 

PK 2023 

3  
Jumlah Rumah Susun yang 

dibangun 
Unit 238 

4   
Jumlah Rumah Susun yang 

dipelihara 
Tower 4 

5   
Jumlah Rumah Khusus 

yang dibangun 
Unit - 

6  
Jumlah Rumah Khusus 

yang dipelihara 
Unit - 

7  

Jumlah Rumah MBR yang 

mendapat fasilitas layanan 

bantuan PSU 

Unit 2.836 

Program Dukungan Manajemen   

Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan   

1 
Meningkatnya 

efektivitas dan 

efisiensi tata kelola 

Jumlah Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal   
Layanan 1 
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kesekretariatan 

Direktorat Jenderal 

Perumahan 

2   
Jumlah Layanan Dukungan 

Manajemen Satker  
Layanan 3 

3   
Jumlah Layanan 

Perkantoran 
Layanan 3 

 

Perjanjian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I disusun pada Bulan Januari 

2023 dengan mengacu kepada indikator di dalam rencana Strategis 2020 – 2024 Balai 

Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja awal ini 

terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan 

meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata Kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal 

Perumahan.  

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I  

Tahun 2023 Awal 
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Pada Bulan 

Desember 2023, dilakukan revisi Perjanjian Kinerja yang terakhir disesuaikan dengan pagu 

anggaran dan revisi DIPA terakhir dan perubahan target Outputnya. Pada Perjanjian Kinerja 

Akhir ini terdapat perubahan pada target Bantuan Stimulan Peningkatan Rumah Swadaya yang 

semula sejumlah 12.445 Unit menjadi 3.477 unit, Rusun yang dibangun semula 693 unit 

menjadi 238 Unit, Rusus yang dibangun semula 94Unit menjadi 0 Unit, dan Rumah MBR yang 

mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU semula 1.800 Unit menjadi 2.836 Unit 
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Tabel 2.3 

Perubahan Semula-Menjadi Target PK Awal– PK Akhir 

SASARAN 

KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

AWAL 

TARGET 

AKHIR 

1. Meningkatnya 

Ketersediaan Rumah 

Layak Huni 

1. Jumlah Laporan Penyusunan 

Perencanaan Penyediaan Perumahan 
5 Laporan 5 Laporan 

2. Jumlah Bantuan Stimulan 

Peningkatan Kualitas Rumah 

Swadaya 

12.445 Unit 3.477 Unit 

3. Jumlah Rumah Susun yang 

dibangun 
693 Unit 238 Unit 

4. Jumlah Rumah Susun yang 

dipelihara 
3 Tower 4 Tower 

5. Jumlah Rumah Khusus yang 

dibangun 
94 Unit 0 Unit 

6. Jumlah Rumah Khusus yang 

dipelihara 
- Unit - Unit 
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7. Jumlah Rumah MBR yang 

mendapat Fasilitas Layanan Bantuan 

PSU 

1.800 Unit 2.836 Unit 

2. Meningkatnya 

Efektifitas dan Efisiensi 

Tata Kelola 

Kesekretariatan 

Direktorat Jenderal 

Perumahan 

1. Jumlah Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal 
1 Layanan 1 Layanan 

2. Jumlah Layanan Dukungan 

Manajemen Satker 
3 Layanan 3 Layanan 

3. Jumlah Layanan Perkantoran 3 Layanan 3 Layanan 

 

 

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan target kegiatan yang tertuang dalam DIPA Balai 

Pelaksana Penyediaan Peumahan Jawa I serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi 

DKI Jakarta dan Banten. Sedangkan pelaksanaan program dan sasaran serta indikator 

pelaksanaan kegiatan disusun sesuai yang ada pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat dan Renstra Direktorat Jenderal Perumahan 2020-2024. Terdapat 2 

sasaran kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan yaitu: 

1) Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni 

2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal 

Perumahan. 

 

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara target kinerja awal dengan revisi akhir secara 

jumlah satuan dan anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan pada kegiatan fisik 

yang dianggarkan dipertengahan tahun mengikuti perubahan DIPA. Pada revisi terakhir PK 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, terdapat dua sasaran kegiatan, yang (1) 

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni, dan (2) Meningkatnya efektivitas dan 
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efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan. Balai P2P Jawa I perlu 

mencapai target 5 Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan;  3.477 unit Bantuan Stimulan 

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya; 238 unit Rumah Susun yang dibangun; 4 tower Rumah 

Susun yang dipelihara; 50 unit Rumah Khusus yang dibangun; dan 2.836 unit Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Umum yang dibangun dan 2 Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan 

Intern dan Manajemen Risiko.  

Pada item Rumah Susun yang dibangun pada 2023 total adalah 238 unit, dengan mekanisme 

Single Years Contract (SYC). 

Terdapat penambahan Indikator Kinerja pada Revisi Akhir yaitu Jumlah Laporan Pembinaan 

dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, hal tersebut merupakan target 

yang diamanatkan melalui penambahan anggaran oke Direktorat Kepatuhan Intern yang berisi 

Laporan Zona Integritas (ZI) dan Laporan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 

(SMAP).  

Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I merupakan gabungan dari 

target 3 Satuan kerja, yaitu Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, 

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan DKI Jakarta dan Satuan kerja Penyediaan Perumahan 

Banten. Tabel sebarannya adalah sebagaimana pada tabel berikut:  

Tabel 4. Sebaran Target Kinerja dan Anggaran di Lingkungan Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan Jawa I 
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2.3 Metode Pengukuran 

2.3.1 Indikator Kinerja Program 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I mendukung 2 (dua) program yang melekat 

pada Unit Organisasi Eselon I Direktorat Jenderal Perumahan, yaitu pada 1) Program 

Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 2) Program Dukungan Manajemen yang 

dilaksanakan melalui 2 Satker yaitu Satuan Kerja) Penyediaan Perumahan Provinsi DKI 

Jakarta dan Banten. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 2 (dua) 

indikator kinerja program sedangkan Program Dukungan Manajemen memiliki 1 (satu) 

indikator kinerja program.  

Pengukuran capaian kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I digunakan 

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran 

program. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan 

didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), 

dan hasil (outcome). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan 

mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan 

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian 

sasaran.  

Pengukuran untuk kedua sasaran yaitu (1) Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni 

maupun (2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat 

Jenderal Perumahan memakai metode perhitungan sebagai berikut:  
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Kategori nilai dan interpretasi kinerja dibuat berdasarkan tabel kriteria yang ditetapkan dalam 

Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. 

Kinerja unit organisasi ssepanjang tahun anggaran telah dilaporkan melalui aplikasi i-

eMonitoring dan dapat diakses secara real-time.  

 

2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra 2020-2024  

Target kinerja yang tertera pada Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I 

merupkan turunan dari target kinerja Direktorat Jenderal Perumahan yang mengacu pada 

Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Penentuan kuantitas dari masing- masing fisik 

rumah layak huni adalah berdasarkan arahan Direktorat Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Perumahan dalam mendukung tercapainya target Direktorat Jenderal 

Perumahan dan Kementerian PUPR dan lebih luasnya skala nasional.  

 

 

Terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dengan 

target yang tertera pada Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 

Jawa I, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa penambahan target yang menyesuaikan 

dengan dinamika perubahan DIPA Anggaran.  
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Tabel 6. Perbedaan Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 

Jawa I berdasarkan Renstra 2020-2024 dan PK 2022 

  

Terdapat penambahan Indikator Kinerja pada Revisi Akhir yang sebelumnya tidak ada di 

target Renstra yaitu Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan 

Manajemen Risiko. Hal tersebut merupakan target yang diamanatkan melalui penambahan 

anggaran oke Direktorat Kepatuhan Intern yang berisi Laporan Zona Integritas (ZI) dan 

Laporan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).  
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BAB III 

KAPASITAS ORGANISASI 
 

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I  memiliki kapasitas yang terdiri atas sumber 

daya manusia, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam menjalankan 

roda organisasi dan seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan 

yang tercantum di dalam Rencana Strategis. Hal tersebut merupakan kekuatan untuk 

melaksanakan seluruh pekerjaan yang bebannya semakin bertambah setiap tahunnya. Balai 

Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I memiliki strategi pengelolaan sumber daya internal 

yang dimiliki agar seluruh proses dapat berjalan optimal.  

 

3.1 Sumber Daya Manusia 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten menjadi syarat utama 

dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Seiring lajunya zaman, khususnya pada era 

digitalisasi saat ini, secara umum terdapat beberapa tantangan besar yang harus dihadapi, 

diantaranya kecepatan, kekacauan, perubahan dan fleksibilitas. Secara alamiah, manusia 

sebagai makhluk paling adaptif di dunia memegang peranan penting dalam proses kemajuan 

suatu entitas dengan kemampuannya dalam memecahkan permasalahan yang ada. Sehingga 

diharapkan SDM yang ada di Kementerian PUPR, khususnya di lingkungan Balai Pelaksana 

Perumahan Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan dapat secara aktif memainkan peran penting 

dalam kesusksesan organisasi.  

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan Jawa I terbagi menjadi 3 (tiga) unit kerja, yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Jawa 

I, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta, dan Satuan Kerja Penyediaan 

Perumahan Provinsi Banten. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan 

sepanjang Tahun 2023 dengan semakin bertambah nya beban kerja setiap tahun nya maka 

sumber daya manusia Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I berkapasitas sebagai 

berikut : 
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Tabel 7. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I
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3.2 Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana yang ada di pencatatan satuan kerja penyediaan perumahan DKI 

Jakarta maupun Banten telah ada dari tahun 2016, sehingga terdapat beberapa barang yang 

telah mengalami kerusakan. Pengadaan dilakukan setiap tahunnya di ketiga satuan kerja, 

namun pada satuan kerja balai dalam pencatatan baru ada mulai tahun 2021.  

Pada Tahun Anggaran 2023 penambahan barang BMN terpusat dari anggaran Satuan 

Kerja Balai P2P Jawa I yang kemudian didstribusikan ke masing-masing Satuan Kerja DKI 

Jakarta dan Banten. Berikut merupakan pencatatan di satuan kerja balai pelaksana penyediaan 

perumahan Jawa I, satuan kerja penyediaan perumahan DKI Jakarta dan satuan kerja 

penyediaan perumahan Banten sampai tahun 2023 berdasarkan Aplikasi SIMAN:  

Tabel Rekap Aset Aktif di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I 

Sampai Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi SIMAN  

Daftar Aset Aktif di Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Sampai 

Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi SIMAN  
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Daftar Aset Aktif di Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Banten Sampai 

Tahun 2023
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3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  

Pada tahun 2023 terdapat 7 kali revisi DIPA yang dilakukan oleh Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, yang terdiri dari 

baik dari revisi DJA maupun revisi Kanwil. DIPA awal satuan kerja diperoleh dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Bulan November 2022 dengan pagu sebesar Rp. 9.084.038.000,- 

dan revisi akhir adalah Rp. 19.115.699.000,- yang terbagi kedalam dua program, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program 

Dukungan Manajemen. Berikut merupakan kronologis perubahan
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BAB IV 

 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan 

yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi 

organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan. Perwujudan 

kewajiban ini dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang 

disusun setiap tahunnya. LAKIP memuat informasi antara lain: 

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;  

2. Realisasi pencapaian indikator kinerja;  

3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;  

4. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target pada Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya; dan  

5. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 

kinerja tahunan dalam rencana kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan  

 

4.1. Capaian Kinerja  

4.1.1. Capaian Kinerja Program 

Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian kinerja yang telah dilaksanakan 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja/Rencana 

Kerja Tahunan dalam kurun waktu satu tahun. Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Balai 

Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I selaku unit kerja Eselon III disampaikan ke unit 

organisasi Eselon II dan Eselon I untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Direktorat 

Jenderal Perumahan. Dalam menghitung akuntabilitas kinerja Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan Maluku menggunakan cara sebagai berikut:  

1. Membandingkan target capaian indikator kinerja program dan kegiatan pada 

Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 

Jawa I Tahun 2023 dengan Realisasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. 
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2. Membandingkan realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan Tahun 

Anggaran 2023.  Dokumen Perjanjian Kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan  merupakan gabungan antara target dan capaian dari 3 (tiga) satuan 

kerja yaitu Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Satuan 

Kerja Penyediaan Perumahan DKI Jakarta, dan Satuan Kerja Penyediaan 

Perumahan Banten. Realisasi indikator kinerja Balai telah dapat memenuhi target 

sesuai dengan PK revisi terakhir Tahun Anggaran 2023 secara 100%, namun 

terdapat jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang 

secara fisik tidak dapat terealisasi dan dilakukan pengembalian sebanyak 20 unit. 

Berikut merupakan tingkat capaian kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan Jawa I. 

 

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan Jawa I TA 2023 

 

Kurang tercapainya capaian kinerja pada Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah 

Swadaya pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan DKI Jakarta adanya pengembalian 

dana ke kas negara sebanyak 4 unit bantuan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan 

Banten sebanyak 16 unit bantuan.  

 

 


